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Menimbang : a-

Mengingat 1.

b.

BTIPATI NATIIIGAIV

bahwa pemindahtanganan barang milik daerah merupakan
pengalihan kepemitikan baran$ milik daerah dari Pemerintah
Daerah kepada Pihak lainnYa;

bahwa dalam rangka optlmalisasi, tefti-b administrasi darr fisik
serta p"ng***nin bararrg milik Pemerintah Kabupaten
Katingan, ferl1r disusun suatu pedoman mengenai sistem dan

bahwa untuk melaksanakan maksud. tersebut pada huruf a ,

dan b di atas, peilu ditetapkan dengan Peraturan Bupati'l
Katingan ;

Undang-Urrdang Nornor 27 Tahun 1959 tentang Penetapalt

Undan[-Undan[ Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembeitukan Daerah Tingkat II Di Kalimant€$l (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan
rrirbaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai

undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 llomor f2, Tambahan Lembar€m Negara Republik
Indonesia Nomor l82Ol1'

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peratriran
Dasar 

" pokok-Fokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor lO4, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 20a31;

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1q99 tsntang
Penyelefl ggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dat fusi,
Kolusi nan Nepotisme (Lembaran Negara Republik QfrEsia
Tahun lggg Nomor 75, Tambahan l,emUaran NegarAiltpblik
Indonesia Nomor 3815);

4. undang-undang Nomor 31 Tahun L999 tentzi'ng

Pembeiantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun L999 Nomor L4O, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38741

sebagaim.na t*lah diubah dengan Undang-Undasg Nomor 2O

2.



5.

6.

7.

Tahr.rg 2OO1 fi,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO1 Nomor 134, Tarrrbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 415O);

undang-undang Nomor 17 Tahun 2go3 tentang Keuangan
Negara- {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3

Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor a2861;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2AA4 tentang
perbendaharaan *Iegara firmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a3551;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2AO4 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan Dan Tanggungiawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2aa4 Nomor 66, Tagbahan
IrAbaran Negara Republik indonesia Nomor aa00);

Undang Undang Nornsr 32 Tahun 2AA4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ao4
Nomor 125, Tambahao lembara:e Negara Reprrblik Indonesia
Nomor 44371 sebagaimana telatr diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2OO8

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4saal;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2AO4 rcntang Perimbangan
Keuangan Aatara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah

{Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A04 Nomor
i26, Tr*b*han l-,embaran Negara Republik Indonesia" Nomor
aa38);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undafigan {Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O11 Nomor 82, Tambatran Ixmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 523aI;

1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun L97 t tentang
Penjustan Kendaraan Peforangdn Dinas Milik Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun l97l Nomor 59,
Tarrobahan Lembaran Negara Republik Irtdonesia NorRor
Le67l;

Peraturan Pemerintah Nomor 4O Tahun 1994 tentemg Rumah
Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L994
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negar:a Republik Indonesia
Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
kmerintah Noftor 31 Tahuii 2OO5 tenta$g Perubahan Atas
Peratrrran Peaoeriatah Nomor 4O Tahun 1994 tenhag kur'rah
Negerra fi,embaran Negara Republik Indonesia TahIS 2OO5
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a515);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2OOl tentang
Peagamanan Dan Pengalihan Berang MiliklKekayaan Negara
Dari Pemerintah Ptrsa.t Kepada Pemerintah Daerah Dalam
Rangka Pelaksariaan Otondmi Daerah;

8.

9.

10.

t2.

13.



16.

L7.

18.

19.

14. Peratrrran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OOS tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah {I*mberan Negara Republik
Indone$ia TahUn 2OO5 Nomof 14O, Tambahan Lembaran
Negara Republik trndonesia Noraor a5781;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OOE Nomor 165, Tambahan Irmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor a593);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2AA6 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2A06 Nomor 2A, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46O91;

Peraturan Pemerintatr Nomor 38 Tahun 2OOT tentang
Pembagian Urd5an Piri{erintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah*n Daera.le Provinsi, Dan krnerintahare Daerah
Kabrlpaten/Koa fl,embeiran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OOT Nomor 82, Tambahan Iembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 473V;

Peraturan Pemerintah Nomsr 71 ?ahun 2O1O tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonsia Tahun 2O1O Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun L997 tentang
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rug
Keuangan dan Materiil Daerah;

Pefafiiran Menteri Dalarn Ne$eri Nomor 7 Tahun z$ffi tentang
Standarisasi Sa"rana dan Prasarana Kerja Pemerintahan
Daei":ah sebagaimaaa telah diubah deilgari Peratriran Menteri
Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2OOT tentang Perubahan Atas
Perattrran Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang
Standarisasi Sa.rana" dan Prasaraaa Kerja Pemerintahan
Daerah;

Keputusan Menteri Dalara Negeri Nomor 49 Tahun 2OOl
tentang Sistem Inforrrrasi Manajerhen Barang Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1,2 Tahun 2OO3
tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pen$elolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2AAT
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Iktingan Nomor 8 Tahun ?OLL
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah {Iembaran Daerah
Kabupatea Itutingan Nomor 8 Tahun 2O11);

21.

24.

22-

23,

24.

25.



Menetapkan

TTHIIITISKAII I

PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG SISTEM DAN
PROSEDUR PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH
DI IJNGKUNGAN PEMERII\ETAH KABUPATEN KATINGAN'

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Pertturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Katingan yaitu Bupati beser-ta perangkat Daerah otonomi
ya:rg lain sebagai Badan Eksekutif Daerali;

2. Bupati adalah BuPati Katingan ;

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yarrg selaqiutrtya
disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Ralyat Daerah
I{abuPaten Itutingan ;

4. Sekretariat Daersh adalah Seketariat Daerah Kabupaten
Katingan ;

5. Setcretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Katingan ;

6. Inspektorat adalah Inspelrtorat Kabupaten Katingan ;

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPDI adalah suatu
Pefangkat Pemerintatr Daerati ya$g mernpunyai pos

anggarail tersendiri pada APBD yang terdiri dari
Sekretariat D*ieiah, Setrretariat DPRD, Dinas-diiras
Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Badan/kmbaga
Lainnya, Kantor;

g" Pejabat yang berwenang ad*14. Pejalat Pemerintah
Daerah yang berwenang membina dan mengawasi
penyelenggaraan Pemerintatr Daerah;

g. satuaa Keda Perangftat Daerah yang selanjutnya disebut
SKPD adalah perangkat daerah selaku perrgguna barang;

10. Unit Kerja adalah Bagan dari Satgan Kerja Perangkat
Daerah selakr"r Kuasa Pengguna Barang;

11. Barang milik daeratr adalah semua barang yang dibeli
atau diperoleh atas beban APBD atair berasal dari
perolehan lainnya Yang sah;

L2. Pengelola bamng milik daerah setanjutnSra disebut
pengelola adalatr pejabat yang berwenang dart bertanggqng
ja*au melakdkan koordinasi peagelolaan barang milik
daerah;



13. Pembantu pengelola baranp- milik dryrah .selanjutnya
disebut p*imbantu pengelola adalah pejabat yang

uertanegdgiawab menggooidinii penyelenggaraan

pengeliTaarr-bamng milik daerah yang ada pad* satuan
kerja perangkat daeratr;

Pengguna barang milik daerah selanjUtrrya diSebut
punggurta adalah pjabat pemegang kewenangan
pensgunaan barang milik daerah;

Kuasa penggwla barang milik daerah a{,atah kepala
satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pngguna
untuk menggunakan barang milik daerah yang berada
datam penguasaannya;

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya
disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan
untirk meiperoleh Bamag/Jasa oleh Kementerian

/Lembaga/sa-tuan Kerja Pemngkat Daerah/Institusi
iainaya 

- yagg prosisnya dimulai dari perencanaan
kebutr:han sampai diwlesaikanrrya seluruh kegiatan
untuk memperoleh Barang/Jasa;

Penjrilnpan barang milik da€ratr adalah pegawai yang
diserahi tugas untuk menerima, menyimpan, dan
mengehrarkan baramg;

Pengurus barang milik daerah adalah pegawai y,anq

aiserahi tugas untuk mengurus barang daerah yang ada di
setiap satuan kerja prangkat daerah/unit kerja;

Penghapusan adalah tindakan menghaplrs barang milik
daeiah- aari daferr barang dengan menerbitkan surat
kepufirsan dari pejabat yang berwenang untuk
membetraskan pengguna dan/atau kuasa pengguna
dan/atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan
Iisik atas barang yang berada dalam penguasaannya;

Daftar barang penggqna yang selanjutrrya disingkat
dengan DBP adalah daftar yang memuat data barang yang
diguriakan oleh masing-masing pengguna;

Daftar barang kuasa penguna yang sel4njutnya disingkat
DBKP adalah daftar yang memuat data barang yang
dimilild oleh masing-masing kuasa pengguna;

14.

15.

16.

L7.

18.

19.

20-

21..

BAB II
MAKSUD DAN TUJI.IAN

Pasal 2

(U Maksud pen5rusunan Peraturan Bupati ini ialah untuk
penyeraganan langkah dan tindakan yarrg diperlul<an
datam pemindahtanganan barang milik daerah sesuai
dengan perafiiralr. perundang-undangan.



(1)

{2} Tqiuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman
pelaksanaan bagi pjabatlpetugas pengelola barang milik
daerah secara menyelunrh sehingga dapat dipakai sebagai
acuan oleh semua pihak dalam rangka nelaksanakan
ppmindahtanganan barang milik daeiali.

BAB III
PHABAT PENGEI,OI,A BARANG MIUK DAERAH

Pasal 3

Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang
milik daernh berwenang dan bertanggungiawab atas
pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik
daerah;
Dalam melaksanakan ketentrraa pada ayat (1), Bupati
dibantu oleh:
a. Set<retaris Daerah selaku pengelola;
b. Kepala Bagian Perlengkapan dan Aset selaku

pembantu pengelola;
c. Kepala SKPD selaku penffiuna;
d. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku kuasa

penggur}a;
e. Penyi4pan harang; dan
f. Pengurus barang

Pasal 4

(U Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang
milik Daerah berwenang dan bertanggungiawab :

a. menetapkan kebirjakan pengelolaan barang milik
daerah;

b. menetapkan Fnggunaan, pemanfaatan atau
pemindahtangana* tanah dan bangunan;

c. meaetapkan kebijakan pengamanan tlarang milik
daerah;

d. meng4jukan usul pemindahtanganan barang milik
daerah yang memerlukan persetujuan Dewan
Perwakilan Rakryat Daerah;

e. menyetujui usul pemindahtanganan
penghapusan barang milik daereih sesuai
kewenangannya; dan

f. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah
selain tanah dan/atau bangunan'

tzl Sekretaris Daerah selaku pengelola, berwenang dan
bertanggung jawab:
a. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan

barang milik daerah;
b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang

milik daerah;
c. meneliti dan menyetu$ui rencan€. kebutuhan

pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
d. rnengatur pelaksanaan pemanfaatan, pEnghapusan

dan pemindahtanganan barartg milik daerah yang
telah disetujui oleh BuPati;

{2t

dan
batas



(3)

t4)

t5)

e. melalnrkan koordinasi dalam pelaksanaan
inventarisasi barang rrilik daerah; dan

f. melalukan pengawa-san dan pengendalian atas
pengelolaan barang milik daeratr'

sekretaris Daeratr selaku pengelol,a barang milik daerah

dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada
pembantu Peagelola.

Kepala Bagian Perlengkapan dan Aset selaku pembantu
pengelola berurenang dan bertanggungiawab: 

-
;. -mengkoordinir -penyelenggaraan pengelolaan barang

*itikdaerahyangadapadamasing-masingSKPD;
dan

b. membantu pengelola dalsm melaksanakan
keurenang*r.ry; se[agairnana dimaksud pada ayat (2)

Peraturan ini.

Kepala satuan Kerja Pemnglat Daerah selaku peagguna

Uaia"S rnilik daerah, berwenang dan bertanggungiawab:
a. Jengqiukan reacana kebutuhan barang Eilik daeratr

b*S- ' **tuat kerja perangkat daerah yang
dipimpinnya kepada Bupati melalui pengelola;

b. *irr*rj.tE"rt permohonan penetapan statris gntuk
penguasaan dan penggunaarl barang rnilik daerah

i.*g diperoleh dari beban APBD dan peroleh4n
i*ioty* yang sah kepada Bupati melalui pngelola;

q. meuautan pgncatatan dgn invqntarisasi barang milik
daerah yang berada dalam penguasaanaya;

d. *treggunakan barang milik daerah ygng bgrada
datam trEnguasaaffirya untuk kepentingan
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja
peiangkit daerah yang dipimpinnya;

€; mengamankan dan memelihara barang milik daerah
yang krada dafam Penguasaannya;

f. ivfengqiukan usul pemindahtanganan barang milik
daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak
mernerlukan- persetujuan Dewan Perrxrakilan Rakyat
Daerah dan barang milik daeratr sel,ain tarlah
dan/atau bangunan kepada Bupati melalui pengelola;

g. menyerahkan tanah dan bangunan yring tidak
dimanfaatrcan untuk kepentingan penyelenggaraan
tugas pokok dqq !rygsi s,ertual keda perangk,a!

daErafr 
- yang dipimpinrrya kepada Bupati melalui

pengelola;
h. melakukaa pengaurasan dan pengendalian atas

penggunaan barang reilik daeratr yang ada dalam
penguasaannYa; dan

i. menyusun dan menyampaikan Laporyn Barang
Pengguna Semesteran [I;BPS) dan I'.apomn Barang
Pengguna Tahunan {LBI'TI serta I"aporan Inventarisasi
5 tlrnu"} tahulan {sensus} yang berada dalam
penguasaannya kepada pengelola-

(6) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku kuasa
penggt4ria barang mifik daerah, berwenang dan
bertanggung jawab:



a. mengajukan rcncana kebutuhan barang milik daerah
bag unit kerja yalxg dipimpinrrya kepada Kepala
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang krsarigkutan;

b. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik
daeratr yang berada dalam penguasaannya;

c. mengunakan barang milik daerah yang berada
dalaln p€nguasaannya uatuk kepentingan
penyeleaga-raan tugas pokok dan fungsi unit kerja
yang dipimpinnYa;

d. mengamankan dan memelihara barang milik daerah
yang berada dalam penguasaannya;

e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas
penggturaarr bara*g mikk daerah yang ada dalam
penguasaannya; dan

f. menJrusun dan menyampaika$ Laporan Barang l(uasa
kngguna Semester pBI(PS) dan I"aporan Barang
Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) yang berada dalam
penguasaannya kepada kepala satuan kerja
perangkat daerah yang bersangkutan:

(71 Penyimpan barang berrugas menyimpan harang milik
daerah yang krada pada SKPD, metputi:
a. melakukan perhitungan barang (stock opname)

sedikitnya setiap 6 (ena:rr) bulan sekali yang
merryebutkan dengan jelas jenis, jumlah, dan
keterangan lain yang diperlukan;

b. meneliti dan menghimpun dokumen pengadaan
barang yang diterima;

c. meneliti jumlah dan kualitas barang yang diterima
sesuai dokr-rmen Pengadaan;

d. mencatat barang milik daerah yang diterima ke dalam
buku/kartu barang;

f. membuat lapran penerim:aan, penyaluran dan
stoek/persediaan barang miEk daerah kepada
pengguna;

g. menghimpun seluruh tanda bul<ti penerimaan dan
pgngeluaraa/penyerahari barang sebara tertib dan
teratur sehingga memudahkan dalam mencari apabila
sewakhr-waktu dip€rlukan terutama datam
hubungannya dengan Pengau/asan;

h. membuat laporan secara periodik maupun insidentil
mengenai pengurusan barang yang menjadi
Ar-rgglqgiawabnya kepada pengelola melalui
peogguna; dafl

i. mengamankan barang milik daerah yang ada dalam
persediaan.

t8) Pengurus barang berttrgas mengurus barang milik daerah
pada masing-neasing SKPD; meliputi:
a. mencatat seluruh Barang Milik Daerah yang berada di

masing-masing SKPD yang berasal dari APBD
maupun perolehan lafu yang sah ke dafam Karttl
Inventaris Barang fiCB), Karhr Inventaris Ruangan
{I(R}, Buku Inventaris (BI} dan Buku Induk Inventaris
{BII} sesuai kodefikasi dan pnggolongan Barang Milik
Dderah;



b. melakukan pencatatan Barang Milik Daerah yang
aipellf111{diprbaiki k1dalry1 {1!11_emeliharaan;c. *"o3o.pk*n 

-taporan 
Barang Pengguna Semesteian

dan I;aporarr Barang Pengguna Tahunan serta
Laporan Invenarisa,si 5 {lima} iahunan {sensus} yang

beiada di SKPD kepada pngelola melalui pembanhr
pengelola baran$ milik daerah;

d. Lenliapaan .rsulrtt penghapusan Barang Milik
Daeratr-yang rrrsak atam tidak dipergunakan lagi;

{9} Pembantu penguru$ barang bertugas membaritu pengurus

barang r.rntuk-mengurus barang milik daerah pada unit
kerja SKPD.

{1O} Penyimpan barang, pengurus l"ftg dan pembantu
' ' 

tr "rr!,rri.* 
bamng 

-diangkat dari Pegawai Negeri Sipil
b""g"r, Keputusan Pengelola dan tidak boleh dirangkap
oleh bendahara.

BAB TV

PEMINDAHTANGANAN

Pasal 5

tu Barang miuk daera-! yang sudah rusak dgn tidak dapat
diperggnakan lagi, dihapus dari daftar inventaris barang
milik daerah.

{21 knghapusan barang Trt k {*r4 seb-agaimana dimaksud
pad; ayat (1), dilaksanakan berdasarkan ketentuan
perr:ndang-undangan-

(3) Barang milik daerah yang dihapus ryb3eSrmana dimaksud
pada ayat 121 dan masih mempunyai nilai ekonomis, dapat
dilakukan melalui:
a. pelelangan umumlpelelangan terbatas; dan/atau
b. disumban$*" atau dihibahkan kepada pihak lain'

(4) Hasil pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf a disetor ke kas daerah sesuai peraturan
prundang-undangan Yang berlaku.

Bagian krtama
Bentuk Pemindahtanganan

Pasal 6

t1) Pemindahtaaganan tindak lar{ut
pengtrapusan barang milik daerah-

l2l Bentuk pemindahtanganan barang milik daerah meliputi:
a.
b.
c.
d.

penjualan;
tukar menukar;
hibah; dan
penyertaan modal pemerindah daerah.



Pasal 7

tuPemindahtangarranbatlgmilikdaerahsebagaimana, ' dimaksud dalar. Pasal 6, ditetapkan dengan Keputusan

Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD, urrtuk:
a. tanatr dan/atau bangunan; dan
b. selain t"n"h dan/atau bangunan yang bernilai lebih

dari Rp. 5-OOO.OOO.OOO,OO (lima milyar rupiah)'

{2tPemindahtangananbarangmilikdaelahberupatanahr-' 
dan/atau baigunan sebagaimana dimaksud pada 

"ryL{J}
huruf a, yang tidak memerlukan prsetujuan DPRD'

apabila:
; sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau

penataan kota;
b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan

penggantisudahdisediakarrdalamdokumen
penganggaran;

c. diperuntukan bagi pgawai negeri;
d. diperuntukan bagi kepentingan umum; dan
e. dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan

yang telah *emititi kekrratan hulrum tetap, dan/atau
terdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang
jika status kepemilikanrrya dipertahankan tidak layak
secara ekonomis-

t3) Pemindahtanganan barang milik dae3h sebagaimana
diaraksud dalam ayat {2}, ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

(4) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat {1}

merupakan satu kesatuan datam prroses penghapusan
barang milik daerah.

Pasal 8

tu Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah
dan/atau bangunan yang bernil,ai sampai dengan Rp.

5.OdO.0O0.OOO,OO gima milyar rupiah) dilakukan oleh
pengelola bamng setelah mendapat persetujuan Bupati.

(2) Persetujuan sebagairnana dimaksud pada ayat (11

ditetapkan dengan Keputusan Bupati'

Bagian Kedua
Pe4iualan

Pasal 9

(1) Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan
pertimbangan:
;. unhrk Lptimalisasi barang milik daemh yang berlebih

atau idle;
b. secara ekonomis lebih meaguahrngkan bagi daerah

apabila diiual; dan
c. *iUrgai pelaksa'aan ketentuan perundang*undangan.



{2}

{3}

Peqiualan barang milik daerah dilalrukan dengan lelang
kecuali dalam hal-hal tertentu.

Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat {21

meliputi:
a. barang milik daerah yang bersifat ktrusus, yang

meliputi kendaraan peroranga diaas, kendaraan
olrerasional dinas, rumah dinas golongan III; dan

b. barang milik daerah lainrrya yang ditetapkan lebih
laqiut oleh pngelol,a barang.

Tata cara penjualan barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat {3}, dilaksanakan $esuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1

Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas

Pasal LO

t1) Penjualan kendaraan perorangan diaas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat t3) huruf a, dilaksanakan
sesuai dengan ketentrran peraturan perundang-undangan.

12) Penjualan kendaraan perorangan dinas yang dapat dijuat
adalah kendaraaa perorangan {inas yang diprgunalen
oleh Bupati dan lilakil Bupati.

{3} Penjualan kendaraan perorangan dinas yang
dipergunalcan oleh Bupati dan Wakil Bupati yang berumur
5 [ima] tahr.rn lebih, dapat dijual I {satu} unit kepada yang
bersangftutan setelah masa jabatannya berakhir.

(4) Yang berhak membeli kendaraan perorangEul dinas
sebagaimana dimaksud pada ayat {3} adalah Bupati dan
Wakil Bupati yang telah mempunyai masa jabatan 5 {lima}
tahua dan/atau lebih dan belum pernah Eembeli
kendaraan perorangan dinas dari pmerintah dalam
tenggang waktu tO (sepuluh} tahun.

(5) Penjualan kendaraan perorangan dinas didasarkan surat
permohonan dari yang bersangkutan.

(6) Permohonan sebagaimana dimaksud ditt{iukan kepada
Panitia Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas.

{71 Panitia pwrjualan kendaraan perorang?n dinas
sebagaimana. dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan
Keputtrsan Bupati.

(8) Paflitia pe4iualan kend.araan perorangan d.inas bertugas
meneliti dari seg administratif/kepemilikan kendaraan,
keadaan fisik, kemungkinan mengganggu kelancaran
tugas dinas, efesiensi penggunaannya, biaya operasional,
nilai jual kendaraan, perqraratan pejabat pemohon dan
lain-lain yang dipandang perlu.

(4)



tg) Hasil penelitian panitia penjualan dituangkan dalam

bentuk berita acara-

Pasal 11

(U Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi, ' pehi<sanaa, penjualan kendaraan perorangan dinas,
antara lain :

a. keputuqn pengaagkatan pertama sebagai Bupati dart
Wakil BuPati;

b. surat pernyataan belum pernah rnembeli kendaraan
pr*orrgal} dinas dalam tengang rnraktu 1o {sepuluh}
tahun;

c. hasit penelitian panitia per{ualan; dan
d. harga jual kendaraan perorangart dinas ditentukan

sebagai berikut :

1. kendaraan perorangan dinas yang telah berylqur
5 {lima} tatrun sampai dengan 7 (tt'Liuh} tahun,
harga jualnya adalah 4O% {empat puluh persen}
dari-h#ga umum/pasaran yang berlaku; dan

2. kendaraan peroraagan dinas yang telah krumur
I {delapnn} tahun atau lebih, harga jualnya 2Oolo

(dua puluh persen) dari harga umumfpasaran
yang krlaku-

t2} Bupati menetapkan keputusan penjualan kendaraan
perorangajr dinas dengan lampif"an keputusal memuat :

a. nafia dan jabatan Pembeli;
b. data mengenai kendaraan;
c. biaya perbaikan selama 1 {satu} tahun terakhir;
d. harga yang ditetapkan sesuai dengan peraturan

perundang-trndangan; dan
e. jr*Uf, harga yang ha-rrrs dibayarkan pembeli'

Pasal 12

tu Petaksanaan teknis penjualan kendaraan perorallgan
dinas dilakr:lran sebagai berikut :

a. sctelah penctapan peajualan, dibuat surat perjanjian
sewa beli kendaraan perorangarl dinas yang

ditandatangani oleh pengelola atas aama Bupati;
b. apabila aoa uiaya perbaikari se[ama 1 tsatu] tahun

terakhir atas kendaraan tersebut, maka biaya
dimaksud harus dibayar lunas sekaligus oleh pmbeli
sebelum surat perjanjian ditandatangani; dan

c. surat perjaqiiari sewa beli harus memuat:
1. besarnya cicilan bulanen atas harga jual fe1{araa1

dimadud dengan ketentuan harus sudah dilunasi
paling lama dalam waktu 5 (lima) tah-un;

2. lpabila dilunasi dalam wakru kurang dari
tahun, maka balik narna
dapat dilaksaaakan.

3. selama belum dilunasi
dimaksud, tetaP tercatat
milik Pemerintah Daerah,

atas kendaraan
1 {satu}
tersebut

kendaraan sebagaimana
sebagai barang inventaris



t2) Datam hal kendaraan tersebut masih dipergunakan untuk
kepentingan dinas, maka untuk biaya oli dan Bahan
Bakat nrinyut dapat disediakan pemerintah daerah
sepanjang memunglcinkan.

(3) Semua harga, jual dan biaya perbaikan selarna 1 (satu)
tahun tera*frir menrpakan penerfunaan pemerintah daerah
dan harus disetor ke kas daeratr-

(4) Setelah harga jual dilunasi, maka dikeluarkan Keputusan
Bupati yang menetaPkan:
*. - p*iep.**r, hak- pemerintah daerah atas kendaraan

Irerorangan dinas tersebut kepada pembelinya; dan
b. menghapuskan kendaraan perorangan dinas dari

buku inventaris pemerintah daerah-

t5) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud
pada ayat {4}, pejabat pembeli kendaraan perorangEuc

dirras dapat melakukan balik nama kendaraan tersebut
sesuai ketentuan Yaog berlalm-

t6I Bupati dan \ffakil Bupati dapat diberikan hak untuk\ ' *"*b.ti lagi kendaraan perorangan dinas setelah jangka
waktrr 1O (sepuluh) tahun sejak saat pembeliannya yang
pertama.

Paragraf 2
Penjualan Kendaraan Dinas Operasional

Pasal 13

(U Kendaraan dinas operasional yang krumur 5 (tir]a) tahun
lebih dapat dihapus dari barang iiiventaris milik ilaerah.

(2t Jenis kendaraan dinas operasional yang dapat dilakuka-n
penjualan/plelangan umum / pelelangan terbatas adalah
terdiri dari :

a. jenis sedan, Jeep, Station Wagon, Minibus, Pickup;
b. jenis kerrdaraan bermotor roda 2 {dua}, roda 3 (tiga}

dan scooter; dan
c. jenis kendaraa.n dinas operasional ktrusus terdiri dari

mobil ambulance, mobil pemadam kebakaran, bus,
mikro bus, truck, alat-aiat besar, dan kendaraan
diatas air.

{3} Pengguna/kuasa pengguoa barang mengajukan usulan
penglrapusam kendaraan dinas operasional yang telah
memenulii perqraratan umur kendaraan melalui
pngelola.

t4) Bupati menetapkan penghapusan kendaraatl sebagaic.ana
diraaksud pada ayat t1) dengan memperhatikan
ketersediaan kendaraan penganti sesuai kemampuan
keuangan daerah, kelancaran plaksanaa:r tugas.

{5} Penjuala.n kendaraan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1}
dan ayat (2), dilaksanakan setelah dihapus dari daftar
invectaris barang milik daerah.



d. ketua DPRD dan \llakil ketua DPRD yang telah
mernpunyai masa. bhaki 5 [rma] tahun.

{5) Pejabat/pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3}
huruf b adalah pejabat/pegawai eselon II, eselon trI, dan
eselon IV sesuai dengan jenis kendaraan yang
diperkenankan.

t6) Pejabat/pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3I
huruf c adalah pejabat/pegawai berdasarkan Daftar
Unrtan Kepangkatan (DUK) PNS di luar pejabat eselon II,
eselorr III, dan ewlon [V

Paragraf 3
Penjualan Kendaraaa Dinas Operasional Ktrusus/Lapangan

Pasal 18

tU Kendaraan dinas operasional khrrsus/lapang€m dapat
dihapus/dijual yans telah berumr.rr- 1O {sepuluh} tahun
lebih.

(2) Penjualan sebagaimana dimaksud pada a.ya;t {U,
dilakukan melalui pelelangan umum dan/atau
pelelangan terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

t3I Penghapusan dan/atau penjualan kendaraan
sebagaimana rlimnksud pada ayat {1}, jika sudah ada
kendaraan dan/atau tidak merrggtmggu
kelancaran tugas.

Pasal 19

(U Penjualaa kendaraan dinas olrerasional
khususllapa.ngan dilakukar melalui pelelangan umum
atau pelelangan terbatas.

{21 PClelangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat {L},
dilaksanqkan oleh kantor Iclang Hegara.

(3) knentuan harga dasar pelelalngan umum disesuaikan
dengan peraturan yang berlaku pada kantor klang
Negara.

Pasal 20

Penjualan kendaraan dinas operasional khusus/lapangan
melalui pelelangan terbatas dilaksanakan oleh panitia
sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 19.

Pasal 21

Hasil penjualan/pelelangan umurr/peblangan tdrbatas
seluruhnya disetorkan ke kas daerah.



(6) knjualan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat {1}1-' 
dan ayat {2} dilakukan melalui pJe-langar terbatas yang

ditetaikan dengan Keputusan Bupati'

Pasal 14

Penjualan kendaraan operasional melahri pelelangan terbatas

dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

Pasal 15

(1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 di atas
bertugas untuk meneliti atas kendaraan yang akan
dihapusl d,jual dari segi:

administratif/ kepemilikan kendaraan;
keadaan lisik kendaraan;
kemungkinan mengganggu kelancaran tugas dinas;
efi siensi penggunaannya;
biaya operasional;
harga dasar penjr-ralan ditetapkan berdasarkan

trreratura:e perundang-undangan -

{2} Hasil penelitian dituangkan dalam benfirk berita acara.

(3) Apabila memenuhi syarat Bupati meaetaplilan Keputusan
tentang penghapusan kendaraan diaas opefasional,

Pasal 1.6

yang dapat mengikuti pelelangan terbatas terhadap
kendaraan dinas operasional adalah Pejabat Pemegang

Kend.araan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati'

Pasal 17

(u yang dapat mengikuti pelelangan terbatas teihadap
kendaraan dinas operasional adalah PejabatlPegawai
Negeri sipil yang telah mempunyai masa keria sekurang-
kurangnya 1O (sePuluh| tahun-

t2l Dalam tenggang walrtu 10 (sepuluh) tahun
pejabatlpegawai, Ketua/Wakil Ketua DPRD dapat
mingik'ti pelelangan terbatas kembali sejak saat
pembeliannya Yang Pertama-

t3) Masa kerja yang dimaksud pada ayat {$ adalah masa
kerja aeseiuruhan sebagai Pegawai Negeri Sipil'

(4) Pejabat/Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada
ayat {1} diprioritaskan kePada:

a. pejabat/pegawai yang akan memasuki masa trrensiun
furyng atau sailla d€ngare 3 (tiga| tahun lagi;

b. pejabatlpegawai pemegang kendaraan;
c. pejabat/pegawai yang lebih senior; dan

a.
b.
c.
d.
e.
f.



P-aragraf +
Penjualan Rrrmah Dinas Daerah

Pasal 22

tll Bupati menetapkan gclongan *ry"h- daerah\ ' **S.r*i dengan peratufan perundang-undangan'

tzlPenggolonganruma}idirrasdaeralrsebagaimana
aimaksud pada ayart (1!, terdiri dari:
a. rumah dinas aaeraft golongan I (rumah jabatan)

5. *r"rrh dinas daerah golongan II trumah instansi);
dan

c'rumahdinasdaerahgolonganlll(perumahan
pegawai).

Pasal 23

(1) Rumah dinas daemh golongan I yang sydah tidak sesuai\-' 
aensan fungsinya sJuagx akibat adanya perubahan

struttur organisasi dan/atau sudatr ada pngganti yang

lain, dapai dirubah stattrsnya menjadi nrmah dinas
daerah golongan II-

l2l Rumah dinas daerah golongan II, daplt- {it"b"I
statusnya me4jadi ru*ah dinas golongan III, kecuali
yarrg terletak di suatu komplek lrerkantoran'

t3) Rumah dinas daerah golongan II dlnat dirubah
statusnya menjadi rumah dinas, $Td golongan I
untuk memenuili kebuh:han rrrmah jabatan'

Pasal 24

{u Ruma}r dinas daerah yang dapat diliualbelikan atau
diserrakan, dengan ketentuan:
a. rumah dinas daerah golongan II yang telah dirubah

golongannya menjadi rumah dinas golongan III;
b. **rr, dinas daerah golongan III yang telah berumur

1O (sePuluh) tahun atau lebih;
c. pegawai yang dapat membeli adalah pegawai yemg

sudahimemprnyaimasakerjalO{seputruh}tahun
atanr lebih 

- dan belurn pernah membeli atau
memperoleh rumah dengan cara apapun dari
pe*eritttah daeratr atau pemerintah gusat;

d. pegawai yang dapat membeli rumahdinas daerah

"auf"ft 
p*rrshurri pemegang Surat Ijin Penghunian

yang diketuarkan oleh BuPati;
e. ;"*"h dinas daerah dimaksud tidak sedang dalam

sengketa; dan
f. ru*"h dir"* daerah yqng dibangun di atas tanah

yangtidakdimilikiolehPemerintahDaerah,maka
im1.rk memperoleh hak atas tanah harus diproses
tersendirisesuaidenganperaturanperundang-
undangan.



{2} Itr-rmah dinas daeratr yang tidak dapat dijual yaitu :

a. rumah dinas daerah golongan I;
b. rumah dinas daerah golongan II, kecuali yang telah

dialihkan menjadi rumah dinas daerah golongan III;
c. rumah dinas daerah golongan III yang masih dalam

sengfueta;
d. rumah dinas daerah golongan III yang belum

bemmur 1O {sepuluh} tahun.

Yang berhak membeli rumah d.inas daerah golongan III
yaitu :

a. Pegawai Negeri.
1l mempunyai firasa kerja $ekuffing-kurangnya 1O

(sepuluh) tahun;
2l memiliki Surat Ijin Penghunian {SIP);
3) surat Ijin Penghunian ditandatangani oleh

pengelola atas nama Bupati;
4l belum pernah dengan jalan/cara apapun

memperoleh/membeli nmah dari kmerintah
berdasarkan peraturan perundang-undangan,

b. Pensiunas Pegawai Negeri.
1) menerkna pensiunan dari Negara/Pemerintah;
2l memiliki Surat Ijin Penghunian {SIP};
3l klum pernah dengan jalanlcara apapun

memperoleh/membeli rumah dari Pemerintah
berdarilarkan perahrran perund{,ag-undangan.

c. JandalDuda Pegawai Negeri.
1) masih menerima tunjangan pensiunem dari

Negara/Pemerintah, adalah :

a) almarhum suaminya/isterinya sekurang-
kurangnya mempunyai masa kerja 10
(sepuluh) tahun pada Pemerintah; atau

b) flrasa kerja almarhum suaminya/isterinya
ditambah dengan jangka waktu sejak yang
bersangkutan menjadi jandalduda
berjumlah sekurang-kurangnya 10
(sepuluh) tahun.

2l memiliki Surat Ijin Penghunian (SIP);
3) almarhr-rrn suaminya/isterinya belurri perrlah

dengan jalan/cara apapun memproleh/membeli
rLlmah dari Pemerintah berdasarkrrn perattrran
perundang-undangan,
d. JandalDuda Pahlarrran, y€rfl.g

suaminya/isterinya dinyatakan sebagai
pahlawan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
1) masih menerima firnjangan pensiunan

d.ari Pernerintah:
2l memiliki Surat Ijin Penghu&ian (SIP);
3) almarhum suaminya/isterinya belum

pernah dengan jalan/cara apapun
memperoleh/membeli rumah dari
Pemerintah berdasarkan peraturan
pCrundang-undangan

e. Pejabat Negara/Daerah atau janda/duda
pj abat Negara/ Daerali.

{3}



U masih berhak menerima tunjangan
Pensiun dari Pemerintah:

2l memiUti Surat Ijin Penghunian (Qry;
3i almarhr.rm isterinYa belum

pernah dengan jalan/cara aPaPun
memperoleh/membeli rusrah dari
Pemerintah berdasarkan peraturan
penrndang-undangan

f. Apabila penghuniaa rumah dinas daerah
golongan III sebagaimana dimaksrrd pada
[r.uf a sampai dengan huruf b meninggal
dunia, maka pengajuan penrrohonan
pengalihan hak/memteli atas rumah
dimaksud dapat diajukan oleh anak yang
sah dari penghuni yang bersangkutan'

Pasal 25

{U Peagalihan hak atas rumah dinas daemh
golongan III sebagai mana dimaksud pada Pasal
i+ ayat (31 huruf (a) sampai dengan huruf (fl

tersebut di atas ililakulcan dengan cara sewa
beli.

(2) Taksiran harga rumah dinas daeratr golongan III
berpedoman pada nilai biaya yang digunakan
untut pembangunan rur,nah yang bersangkutan
pada waktu penaksiran dikurangi perryusutan
menurut umur bangunanlrumah ;

4.. 2olo setiap tatrun untuk perrnarlen;
b. 4Yo setiap tahun untuk semi permanen; dan
c. 1O% setiap tahun untuk darurat-

{3} Pen5rusutan menurut umLr bangunan/rymah: ' 
densan ketentuan setinggi- tirigginya {maksima$
pen5nrsutan &Oo/a atau nilai sisa
bangunan lrufrah minimal Zff/o-

(4) Herga rumah dan tanahqya ditetapkan sebesar
5OVo (!ima puluh persen) dari harga taksiran dan
pqnilaian yang dilakut<an oleh panida

(5) Pembayaran hqga rumah dilaksanakan s€cara
angsurart/cicilan.

(6) Pembayaran angsuran pertama paling sedikit 5%

tlirna persen) dari harga yaflg ditetapkan dan
harus dibayar penuh pada saat perja$dian sewa
beli ditandatangani'

(7) Pembayaran angsuran terhadap sisa
pembqyar-an dilaksanakan paling lama 2O (dua
puluh) tahun.



Pasal 26

(U Penjualan rumah dinas golongan ItI beserta atau
tidak hserta tanahrrya ditetapkan oleh Bupati
berdasarkan harga taksiran dan penilaiannya
dilakukan oleh Pantia Penaksir dan Panitia
Penilai yang dibinhrk dengan Keputusan Bupati.

{21 Panitia Penaksir mempunyai tugas meneliti dari
segi antara lain :

a. pembangunan dan
dan/atau tanannya.

b. keadaan {isik rumah;
c. perbaikan-perbaikan

dilaksanakan;
d. ijin penghunian;
e. perqraratan personil pegawai dari segi masa

kerja, pernahlbelum membeli rumah
pemerintah denga:r cara apapun;

f. menaksk harga rumatr dan ganti rugi atas
tanahnya disesuaikan dengan keadaan pada
saat penaksiran termasuk perbaikan-
perbaitcan yang telah dilakukan atas biaya
pemerintah daerah. APabila ada
penambahan dan/atau perbaikan rlilakrrken
oleh dan atas beban penghuni sendiri tidak
diperhitunskan;

g. lain-lain yang dipandang perlu;
h. hasil penelitian penaksiran tersebut

dittrangkan dalam berr'ttrk berita acara.

(3) Panitia Penilai mempunyai tugas untuk menilai
hasil penaksiran panitia penaksir sebagaimana
tersebut pada ayat {2} di atas. Hasil penilaian
panitia p"nitai dituangkan dalam benfilk berita
acara.

(a) Apabila hasil penaksiran panitia peaaksir dart
hasil penilaian panitia penilai tidak sanna. (tidak
sepakat) maka yang menetapkan/memuhrskan
harga taksiran tersebut adalah pengelola.

t5) Penjualan rumah dinas daererh golongan III
sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, ditetapkan
dengan Keputusan BuPati.

t6l Hasil penjualan nrmah dinas daeratr golongan III
sebagairnana dimaksud pada ayat (5), disetor ke
kas daerah.

Pasal27

Pelepasan hak atas tanah dan penghapusan dari
Daftar Inventaris barang milik daerah ditetapkan
dengan Keputusan Bupati setelah harga penjualan
atas tanah darrt/atanu bangunannya dilunasi.

pemilikan rllmah

yarrg telah



Paragraf 5
Pelepasan Hak Atas Tanah danlatau Bangunan

dengan Ganti Rug

Pasal 28

(U Pemindahtanganan barang milik daerah berupa
tanah dan/atau bangunan melalrri pelepasan
hak dengan ganti rugr, dapat diplUses dengan
pertimbangan menggunhrnglan daerah.

{2't Perhitungan perkira.an nilai tanah dan/atau
brrngunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pqiak
danlatau Harga Umum setemPat Yang
dilalmkan oleh Panitia Penaksir yang dibentuk
dengan Keputusan Bupati atau dapat dilakukan
Lembaga Independen ya.ng bersertifikat dibidang
penilaian aset.

(3) Proses pelepasan hak atas tanah dan/atau
bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan dengan pelelangan/tender. Apabila
pCminatnya hanya satu dilakukan dengan
penunjukan langsung dan dilat<ukan negosiasi
harga yang dituangkan dalam berita acara',

Pasal 29

tU Ketentuan sebagaimana dimaksud dul"ry Pasal
28 Peraturan ini, tidak berlaku bagi pelepasan
hak atas tanah r.rntuk kavling perumahan
pegawai negeri.

(2) Kebirjakan pelepasan hak atas tanah kavling
untuk pegawai negeri ditetapkan oleh Bupati-

Pasal 3O

ielepasan hak dengan cara ganti rugi difakukan
antara lain karena : 

Tataa. terkena planologi berdasarkan Rencana
Ftr:ang WilaYah;

b, belum dimanfaatkan secara optimal (i.dlel;

c. tanah dan bangunan pemerintah daerah yang
sudah tidak c'ocok lagi dengan peruntukan;

d. tanahnya terlalu sempit dan bangunannya
sudah 

-tua 
sehingga Uaat efelrtif lagi untuk

ketrrentingan dinas;
e. *"ty*tot arr baranglaset yang lokasinya

terpencar untuk memudahkan koordinasi dan
dalam rangka efisiensi;

f. memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah
Da0ratr sebagai akibat pengembangan

organisasi.



(1)

a. kesediaan menerima pelepasan tanah
danf atau bangunan tersebut dengan
pembayaran ganti rugi sesuai ketentuan
yang berlaku;

b data tanah danf atau bangunan;
c. hak dan kewajiban kedua belah pihak; dan
d. ketentuan-ketentuan lain yang dipandang

perlu.

Paragraf 6
Penjualan Barang Milik Daerah selain Tanah

dan/atau Bangunan

Pasal 34

Penjualan barang milik daerah selain tanah
dan/atau bangunan dilaksanakan oleh
pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.

Penjualan barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. pengguna mengajukan usul penjualan

kepada pengelola;
b. pengelola meneliti dan mengkaji usul

penjualan yang diajukan oleh pengguna
sesuai dengan kewenangannya;

c. pengelola menerbitkan keputusan untuk
menyetujui atau tidak menyetujui usulan
penjualan yang diajukan oleh pengguna
dalam batas kewenangannya; dan

d. untuk penjualan yang memerlukan
persetujuan Bupati atau DPRD, pengelola
mengajukan usul penjualan disertai
dengan pertimbangan atas usulan
dimaksud.

Penerbitan persetujuan pelaksanaan penjualan
oleh pengelola untuk penjualan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan
setelah mendapat persetujuan Bupati atau
DPRD.

Jenis barang yang dapat diajukan untuk
penjualan dan masih layak untuk ddual adalah:
a. peralatan dan mesin berupa :

1. alat bengkel dan alat ukur;
2. alat kantor dan rumah tangga;
3. alat-alat pertanian/perternakan;
4. alat-alatlaboratorium;
5. alat studio dan alat komunikasi;
6. alat keamanan; dan
7. limbah/rongsokan bekas eks

kendaraan bermotor f alat-alat berat.

{2t

(3)

(4)



b. jalan, irigasi, jaringan dan instalasi terdiri
dari :

1. peralatan Penerangan Jalan Umum
(PJU) seperti: Tiang PJU, Stang PJU
dan tain-kin bagian dari barang bekas
Penerangan Jalan Umum Yarrg laYak
didual;
bagran dari jembatan;
barang bekas jalan, irigasi dan
jaringan; dan
barang instalasi.
aset tetap lainnya.
heqran dan tumbuhan; dan
aset lain yang layak dijual.

t5) Hasil penjualan barang milik daerah disetor ke
Kas Daerah.

Pasal 35

Tata cara penjualan Barang Milik Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Perahrran
irli, dilakukan pengelola dibantu oleh pembantu
peng€lola dan panitia Penjualan

Pasal 36

tU Pengumuman penjualan dilakukan melalui
media papan pengumuman Pemerintah Daerah
selama 3 {tiga} hari kerja, apabila dalam 3 (tiga}
hari kerja tidak ada yang berminat maka
p€ngumuman ditambah selama 3 (ttgal hari
kerja-

tzt Apabita dalam kurun waktu tersebut tetap tidak
ada yang mendaftar maka penjualan barang
milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(U dilakukan tinjauan ulang mengenai layak
atau tidaknya barang tersebut untuk diiual-

{3} Apabila hasil penelitian tinjauart ulang
mengatakan tidak layak maka barang milik
daerah tersebut dapat dimusnahkan dan/atau
dihibahkan sesuai dengan t^ta cara
pelat<sanaan hibah barang mitik daerah-

t4) Penentuan harga dasar ditaksir oteh Panitia dq3-

dapat melibatkan SKPD teknis untuk
memperoleh harga dasar tersebut-

(51 Apabila dafam satu item barang yang al€n
dijual peminatnya lebih dari 1 tsatu) orang
maka yang dapat membeli barang milik daerah
tersebut adalah orang yang menawar dengan
harga tertinggi.

2.
3.

4.
c.
L.
2"



(6) Apabila harga dasar yang ditetapkan oleh
panitia terlalu tinggi sehinga tidak ada yang
menawar dengan harga tersebut maka
penjualan dilakukan kepada yang berminat
dengan harga tertinggi di bawah harga dasar
atau sama dengan harga dasar-

Bagian Ketiga
Tukar Menukar

Pasat 37

(U Tukar merrukar barang milik daerah
dilaksanakan dengan pertimbangan:
a. untuk memenuhi kebutuhan operasional

penyelenggaraan pemerintah ;

b. untuk optimalisasi barang milik daerah;
c. tidak tersedia dana dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah;
d. terkena planologi berdasarkan rencana tata

flmng wilayah;
e. belum dimanfaatkan secara optimal {idle};
f. tanah dan bangunan pemerintah daerah

yang sudah tidak cocok lagt dengan
peruntukan tanahnya, terlalu sempit dan
bangunannya sudah tua sehingga tidak
efelrtif lagi untuk kepentingan dinas;

g. menyatukan barang/aset yang lokasinya
terpencar untuk memudahkan koordinasi
dan dalam rangka efisiensi;

h. memenuhi kebutuhan operasional
pemerintah daerah sebagai akibat
pengembangan organisasi.

(2t Tukar merukar barang milik daerah dapat
dilakukan dengan pihak:
a. pemerintah pusat, pemerintah prnvinsi,

pemerintah kabupat€n/ kota lainnya;
b. badan usaha milik negera/badan usaha

milik daerah atau badan hukum milik
pemerintah lainnYa;

c. swasta.

Pasal 38

tU T\rkar menukar barang milik daerah dapat
berupa:
a. tanah danlatau bangunan yang telah

diserahkan oleh pengguna kepada Bupati
melalui pengelola;

b. tanah dan/atau bangunan yang masih
dipergunakan untuk penyelengaraan
tugas pokok dan fungsi pengguna barang
tetapi tidak sesuai dengan tafa ruang
wilayah atau Penataan kota;



c. barang milik daerah setrain tanah
dan/atau bangunan.

t2l Penetapan barang milik daerah berupa tanah
dan/atau bangunan yang akan diperlukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilakukan oleh Bupati sesuai batas
keweaangannYa;

(3) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada
ayat (U huruf a dan b dilaksanakan oleh
peugelola barang setelah mendapat persetujuan
Bupati.

(4) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada
ayat {I"} huruf c dilaksanakan ol'eh pengelola
barang setelah mendapat persettrjuan Bupati.

Pasd 39

{U Tukar menukar barang milik dlerah
sebagaimana dimaksrrd Pasal 38 ayat tU huruf
a dan b Peraturan hi, dilaksanakan dengan
ketentEan sebagai beriftnrt:
a. pengelola barang mengajukan usul tukar

menrrkar tanah d34/atau baugqpan
kepada Bupati disertai
alasan/pertimbq$gan, dan kelengkapan
data;

b. tim yang dibentuk dengan Keputusan
Bupati meneliti dan mengfu4ii alasan/
pertimbangan perlunya fi.rkar rnenukar
tanah dan/atau bangunan dari aspek
te*uris, ekonomis, dan Yuridis;

c. apabila memenuhi syaiat sesuai peraturan
yang berlaku, BuPati {*P*t
mempertimbangkan untuk menyehijui dan
menetapkan tanah dan/atau bangunan
yang akan diPerftkarkan;

d. tukar menukar tanah danlatau bangunan
dilaksanakan melalui proses persehrjuan
DPRD sesrrai peratrrran perundang*
undangeta y?49 berlaku;

e. pengelola barang alelaksanakan tukar
menukar dengan berPedoman Pada
persetujuan BuPati;

f. pelaksanaan serah terima barang yang
dilepas dan barang pengganti harrs
dituangkan dalam berita acara serah
terima barang-

{21 Tukaf menukar barang sdIk daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasat 38 ayat (1)

huruf c dilaksa:rakarr dengan keGntuan sebagai
berikut:
a. pengguna barang mengedukan usulan

kepada peagelola barang disertai
alasanl pertimbangan, keleng$apari data,



tu

dan hasil pengkajian tim intern instansi

b. illffiil barang meneliti dan mengkaji
alasan/pertimbangan tersebut dari aspek
teknis, ekonomis, dan Yuridis;

c. apabila memerruhi syarat sesuai peraturan
yang berlaku, pengelola barang dapat
mempertimbangkan untuk menyetujui
sesuai batas kewenangannya;

d. pengguna barang melaksanakan tukar
menukar dengan berPedoman Pada
persetujuan pengelola;

e. pelaksanaan serah terima barang yang
ditepas dan barang pengganti harus
dituangkan dalam berita aLcara serah
terima barang.

Pasal 4O

T\rkar menukar antara pemerintah pusat
dengan pemerintah daerah dan antar
pemerintah apabila terdapat selisih nilai lebih,
maka selisih nilai lebih dimaksud dapat
dihibahkan.

Selisih nilai lebih yang dihibahkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam
berita acara hibah.

Bagtan Keempat
Hibah

Pasal 41

(U Hibah barang milik daerah dapat dilakukan
dengnn pertimbangan untuk kepentingan
sosial, keagamaan, kemanusiaan, dan
penyelen ggaraan pemerintahan ;

tzl Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus memenuhi syarat sebagai berikut;
a. bukan meruPakan barang rahasia

negara/daerah;
b. bukan merupakan barang yang menguasai

hajat hidup orang banYak; dan
c. tidak digunakan lagr dalam

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi
datt penyelenggaraan pemerintah daerah -

Pasal 42

Hibah barang milik daerah dapat berupa;
a. tanah dan/atau bangunan yang telah

diserahkan oleh pengguna kepada Bupati;

(2)



1

1

b. tanatr dan/atau bangunan yang dari awal
pengqda?llya direncan3t<an Y-Fk dtiq"h$ ,
sesuai yang tercantrrm datam dokumen
penganggaran;

c. selain tanah daa/atau bangunan yang telah
diserahkan oleh Fnguna kepada Bupati
melalui pengelola; dan

d. selain tanah dan/atau bangunan yang dar! awal
peagadaannya direncanakan untuk dihibahkan-

Pasal 43

(1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf
a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah
mendapatkan persetujuan DPRD.

{21 Hibah sebagaimana dimaksud datam Pasal 42 huruf
b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati-

t3) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf
c, yang bernilai di atas Rp. 5.OOO.OOO.OOO,ffi (lima
milyar rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Bupati
setelah meudaptkan perset{iuan DPRD.

(4) Hibah sebagaimana dimziksud dalam Pasal 42 huruf
d, dilaksanakan oleh pengguna setelah
mendapa.tkan persetujuan pengelola-

Pasa] 44

Tata cara, pelaksanaan hibah sebagai berikut :

a. pengetola mengajukan usul hibah atas ta$ah
dan/atau banguna:r leepada Bupati disertai
penjelasan dan kelengkaPan data;

b. Bupati dapat membentuk tim untr:k meneliti dan
mengfuqii terhadap rencana pelaksanaan hibah
dengan memperhatikan kepntingan sosial,
keagamaan, kamarrdsiaa-n dart penyelenggaraan
pemerintahan;

c. apabil,a Bupati menyetujui usul hibah tersebut,
maka Bupati mengajukan perrrohonan kepada
DPRD untuk pelaksanaan hibah/pemindahtanganan
tanatr dan/atau bangunan dimaksud dan
dituangkan dalam berita acara hibah;

d. setelah mendapat persetujuan DPRD, hibah atas
tanah dan/atau dimaksud, dan
dituan$kan dalam berita acara hibah;

e: pengguna mengqiukan usul hibah selain tanah
dan/atau bangunan kepada Bupati melalui
pengelola disertai dengao penjelasan serta
kelengkapan data; dan

f. setelah mendapat persetujuan Bupati
ditindaklanjuti dengan Keputusan yang
ditandataagani oleh pengelola atas naflla Bupati,
selanjutrrya penggwn barang melaksanakan serd'h



terima barang/hibah yang dituangkan dalam berita
acara.

Bagian Kelima
Penyertaan Modal Barang Milik Daerah

Pasal 45

(1) Penyertaan modal pmerintah daerah atas barang
milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian,
pengembangan, dan peningkatan kfurerja badan
usaha milik negara/daerah atam badan hulmm
lainnya yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan
swasta;

t2) Barang milik daerah yang dijadikan sebagai
penyertaan modal daeratr sebagaimana dimaksud
pada ayat {1}, ditetapkan oleh Bupati setelah
mendapat persetujuan DPRD.

(3) Penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimarta
dimaksud pada ayat {U dan ayat (2'l ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

Pasal 46

(U Pertimbanga"n peny€rtaan modal pemerintah daerah
atas baraag milik daerah yang sejak awal
pengadaannya direncanakan untuk penyertaan
modal dan barang milik daerah akan lebih optimal
apabila dilatmkan melalui penyertaan modal.

{21 Penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan
terhadap tanah dan/atau bangunan yang teLah
diserahkan oleh pengguna kepada Bupati atau
terhadap tanah dan/atau bangunan yang sejak awal
direncanakan untuk penyertaan modal.

{3} Penyertaan modal pemerintah daera}r dapat juga
dilakukan terhadap barang milik daerah selain
tanah dan/atau bangunan,

(4) Bupati menetapkan barang milik daerah berupa
tanah danlatau bangunan yang akan dijadikan
untuk penyertaan modal daerah sesuai batas
kewenangannya.

Pasal 47

Tata cara pel,aksana€m penyertaan modal daerah atas
tanah dan/atau bangunan :

a. pengelola mengafukan usul pnyertaan modal
pem€rintah daerq[ atas tanah dan/atau bangunan
kepada Bupati disertai alasan pertimbangan serta
kelengkapan data;

b. Bupati membentuk tim unhrk meneliti darr mengk4ii
usul yang disampaikan oleh pengelola;



c. apabila Bupati menyetujui rencana penyertaan
modal tersebut, selar$utnya Brrpati mengajukan
permohonan persefi4iuan kepada DPRD untr.rk
menghaprrs/memindahtangankn aset tersebut
yang akan dijadikan sebagai penyertaan modal;

d. setelah mendapat persehrjuan DPRD, Bupati
menetapkan penghapusan terhadap aset tersebut,
sel,anjutnya pengelola menyiapkan rancangan
Peraturan Daerati tentang penyertaan modal
tersebut

e. setelatr Peraturan Daere*r ditetapkan, selanjutnya
dilakukas penyerahan barang dengan berita acara
seratr terima kepada Pihak Ketiga selaku mitra
penyertaan modal;

f. pel,aksanaan penyertaafl rnodal dilakukan sesuai
perundang-undangan.

Pasal 48

Tata cara peayertaan modal selAin tanah dan /ata,u
bangunan :

a. pengguna menga{ukan usul kepada Bupa.ti melalui
pengelola disertai alasan pertimbangan dan kelengkapan
data dan hasil kajian tim intem instansi penggura;

b. pengelola melakukan penelitian dan pengkajian dan
apabila memenuhi syarat, peagelo}a dapat
mempertimhagkan untuk menyetujui usul dimaksud
sesuai batas kewenangannya;

c. hasil penelitian dan k4iian tersebut di atas, trrengelol,a
menyampaikan kepada Bupati dan apabil;a menyetujui,
selanjutnya pengelola menyiapkan rancangan Peraturan
Daerah dan disampaikan kepada DPRD;

d. setelah Peraturann Daerah ditetapkan, pengguna
melakukan penyerahan barang kepada Pihak Ketiga dan
dituangkan dalam krita acara serah terima.

BAB V
KETENTUAN I"AIN-I,AIN

Pasal 49

Tata cara pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana
tercantuin dalam lampiran Peraturan ini, merrrpakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VI
KETENTUAI{ PERALIHAN

Pasal 50

Hal-!,al yang belum diatur atau belum cukup diahrr dalam
Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut sesuai ketentrran
perundang-uadangan yang berlaku.



BAB VII
KETENTUA,I{ PEI{UTUP

Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai beriaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, rnemerintahkan
pengundangall Peraturan ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kabupateh Katingan

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal le j*ri- e.,3

Diundangkan di gasongan
Pada tanggal *t 6"^- aolo
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